BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu metetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran
2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana teah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita
Negara Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami
perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tahun 2015 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 13).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAN
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat :

a.

o

f.

g.

laporan realisasi anggaran;

. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional;
d.

€.

laporan perubahan ekuitas;
Laporan arus kas
Neraca dan;

Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah

perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

pendapatan Rp 804.614.488.156,55.-
belanja Rp 805.184.948.184,92.-
depisit Rp (570.460.028,37).-

c. pembiayaan

1.

penerimaan Rp 37.896.023.007,04.-

2. pengeluaran Rp 10.458.735.400,00.-

Pembiayaan net Rp 27.437.287.607,04.-



Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.

(31.726.436.363,45,-)dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 836.340.924.520,00,-
2. realisasi Rp 804.614.488.156,55-
selisih kurang Rp (31.726.436.363,45-)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. (111.204.027.789,08-)

dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 916.388.975.974,00,-
2. realisasi Rp 805.184.948.184,92,-
selisih kurang Rp (111.204.027.789,08-)

c. selisih anggaran dengan  realisasi  surplus/defisit sejumlahRp

79.477.591.425,63-dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus belanja setelah perubahan Rp (80.048.051.454,00,-)
2. realisasi Rp (570.460.028,37-)
selisih lebih Rp 79.477.591.425,63-

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp

(56.652.028.446,96,-) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan setelah perubahan Rp 94.548.051.454,00,-
2. realisasi Rp 37.896.023.007,04,-
selisih kurang Rp (56.652.028.446,96,-)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp (4.041.264.600,00,-) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran setelah Rp 14.500.000.000,00,-
perubahan
2. realisasi Rp 10.458.735.400.00,-

selisih kurang Rp (4.041.264.600,00,-)




f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp

(52.610.763.846,96) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiyaan setelah perubahan Rp 80.048.051.454,00,-
2. realisasi Rp 27.437.287.607,04,-
selisih kurang Rp (52.610.763.846,96),-

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun

2015 sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp 1.343.596.932.830,82-

b. jumlah kewajiban Rp 27.560.820.439,09,-

c. jumlah ekuitas dana Rp 1.316.036.112.391,73-
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun

yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

saldo kas awal per 1 januari 2015 Rp 37.881.083.007,04,-
arus kas dari aktivitas operasi Rp 290.318.928.106,63-
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non- Rp (290.889.388.135.00,-)
keuangan
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (10.458.735.400,00,-)
e. arus kas dari aktivitas investasi aset non- Rp 14.940.000.00,-
anggaran
f.  saldo kas akhir per 31 Desember 2015 Rp 26.866.827.678,67,-

Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun
anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :
a Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : RingkasanLaporanRealisasimenuruturusanpemerintah

andearahdanorganisasi;



Lampiran [.2 : RincianLaporanRealisasiAnggaranmenuruturusanpeme
rintahandaerah, organisasi, pendapatan,
belanjadanpembiayaan;

Lampiran 1.3 : RekapitulasiRealisasiAnggaranBelanja Daerah
menuruturusanpemerintahdaerah, organisasi, program
dankegiatan;

Lampiran 1.4 : RekapitulasiRealisasiAnggaranBelanja Daerah
untukkeselarasandanketerpaduanurusanpemerintahda

erahdanfungsidalamkerangkapengelolaankeuanganneg

ara;
Lampiran 1.5 : Daftarpiutangdaerah;

Lampiran 1.6 : Daftarpenyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

Lampiran 1.8 : DaftarRealisasipenambahandanpenguranganasetlainny
a;
Lampiran 1.9 : Daftarkegiatan-kegiatan yang

belumdiselesaikansampaiakhirtahundandianggarkanke

mbalidalamtahunanggaranberikutnya;

Lampiran [.10 : Daftarnamacadangandaerah;

Lampiran I.11 : Daftarpinjamandaerahdanobligasidaerah;
b Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c Lampiran III : Laporan operasional;
d Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e LampiranV : Laporan arus kas;
f Lampiran VI : Neraca dan;
g Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

LampiranlaporanKeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal I ayat (2)

adalahlaporanKirerja yang tercantumdalamLampiran VIIPeraturan Daerah ini.



Pasal 9
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Barat.
Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 8 September 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARATTAHUN 2016
NOMOR4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hiykum,

Sofivan NJr, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 10/TBB/2016



